
2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan NepOtisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75,
Tambahao Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor- 17 Tabun 2003 tentang
Kcuangan Negara [Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 1821);

•

a. bahwa schubungan dengan perkembangan kebijakan
pemcrintah menycbabkan timbulnya perubahan
asumsi terhadap kebijakan umum APBD, kcadaan
yang mcnyebabkan pergeseran belanja antar unit
organisasi , antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadann yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggnran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan daJam tabun anggaran 2015 maka pcrlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun anggaran 2015;

b. bahwa scbubungan dengan hal tersebut pada huruf
a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan
dcngan peraturan daerah;

BUPAn OGAN KOMERlNG II..lR,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat;

Menimbang:

PERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
KABUPATENOGANKOMERING ILIR

TAHlJN ANGGARAN2015

TENTANG

BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANOAERAH KABUPATENOGAN KOMERINC JUR

NOMOR 4 TAHUN 2015



J 2. Pcraruran...

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbcndaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaun dan Tanggunc .Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Ncgaro Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nornor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200Q ten tang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor J04, Tambalian Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dun
Pemerintab Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Nogaro Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I 18,
Tambahan Lembaran Neg"ra Republik lndonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang·Undangan
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l J
Nemer 82 Tambaban Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubaban Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan
Dacrah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Nego..ra
RepubliJ<Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenmng
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 J, Tambahan
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 4090);
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2L Peraturan ...

20. Pemturan Pemcrintah Nomor 65 Tabun 2005 tcntang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal [Lcrnbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nemer ISO, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tabun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2004
Nomor 90, Tambahen Lembaran Ncgam Republik
Indonesia Nomor 44 \6), sebagaimana tetah beberapa
kali diubah terakhir dengao Peraturan Pernerintah
Nomor 37 Tabun 2006 (Lembaran Ncgam Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah'un 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

l4. Peraturan Pcmerintah Nomor 24 Tuhun 2005 tentang
Stander Akuntansi Perncrintahan (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 49 TambahQn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

l5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tabun 2005 ten tang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor I36, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Pcrimbangan (Lembaron Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 teruang
Sistem Informasi Keuangan Oaerah (Lembaran
Ncgarn Rcpubllk Indonesia Tahun 2005 Nomor l38,
Tambaban Lembaran Negaro Republik Indonesia
Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang
Hibah [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4577);

19.Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengeloJaan Keuangan Daerah (Lembaran Negllru
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Nega", Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Dengan Persctujuan Bersama ...

21.Peraturan Pemcrirnah Nomor 8 Tnhun 2006 ten tang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi
Pemerintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesiu
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Neg-MD
Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang
Pernbagian Urusan Pcmerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemcrintahan
Daerah Kabupatcn/Kota [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
LernbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pernerintahnn (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

24. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Neg-Ma
Republik Indonesia Nomor 5272),

25. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebageirnana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgert
Nomor 21 Tahun 2011;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahlln
20 II tentang Pedoman Pcmberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bcrsumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana ielah
diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012;

27. Peraruran Menteri Oa1am Negeri Nomor 37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
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Rp. 138.652.983.242,00
Rp. 8.336.544.965,86

Rp. 146.989.528.207,86

a. Pecdapatan asli daerah
I) Semula
2) Bertambah
.Jumlah pendapatan asti daerah
setelah perubahan

(I) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tcrdiri dari :

Pasal2

Rp 6.000.000.000,00
Rp. 4.941.324.745,54
Rp. 10.941.324.745,54
Rp. 145.315.293.578,14

b. Pengeluaran
(1) Semula
(2) Bertamban
jumlah pengeluaran setclah perubahan
Jumlah pembiayaanneto setclah perubahan

Rp 88.058.212.587,00
Rp. 68.198.405.736,68
Rp. 156.256.618.323,68

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
(1) Serowa
(2) Bertambah
jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 1.682.778.148.234,00
Rp. 199.226.055.495,00
Rp. 1.882.004.203.729,00
Rp. 63.257.080.991,14

2. Belanja
a. Semula
b. Bertamba.h
Jumlah bclanja stlh perubahan
defisit setelah perubahan

Rp. 1.600.719.935.647,00
Rp. 135.968.974.503,86
Rp.1.736.688.910.150,86

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah pendapatan setelah perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2015 dengan rincian sebagai berikut:

Pasal ]
v

PERATURAN Di\ERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ILiR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA OAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILiR TA~IUN ANGGAR'\N 2015

Menetapkan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEM1JTUSKAN:

dan

D£Wi\N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING fUR

Dengan Per sctujuarr Bersama
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(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimena dirnaksud pada
ayat (I) huruf c terdiri dan jenis pendapatan :

b. Dana alokasi umum
1) Semula Rp. 931.158.869.000,00
2) Bertambah Rp. 27.SQO.35S.000,00
Jumlah dana alokasi umum
sctelah perubahan Rp, 958.999.224.000,00

c. Dana alokasi khusus
I) Semula Rp. 88.870.760.000,00
2) Bcrtambah Rp. 49.127.430.000,00
Jurnlah dana aJokasi khusus
setelah perubahan Rp. 137.998.190.000,00

278.681.696.305,00
79.371.252.962,00
199.310.443.343,00

103.310.785.498,35

53.530.392.975,00
49.780.392.523,35

(3) Dana Perimbangan
a. Dana bagi hasil

I) $emula Rp.
2) Berkurang Rp.
.Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.

c. Hasil pengclolaan kckayann daerah yang dlpisahkan
J) Semula' Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 271.328.042,51
Jumlah hasil pengclolaan kekayaan daerah
Setelah pcrubahan Rp. 6.771.328.042,51

d. Lain - lain pendapaian asli daerah yang san
I) $emula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah lain - lain pendapatun asli dacrah
setelah perubahan Rp

6.163.149.150,00
0,00

6.163.149.150,00

72.459.441.JI7,00
41.715.175.600,00
30.744.265.517,00

Rp.
Rp.

Rp.

b.ReUibusldacrab
I) Sernula
2) Bertambah
Junllah retribusi daerah setelah
perubahan

Rp.
Rp.
Rp.

(2) Pendapatan asli dacrah scbagairnana dimaksud pada ayat (1)huruf a
terdlri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

I) $emula
2) Berkurang
Jurnlah p(\jak daerah setclnh perubahan

293.391.524.600,00

163.355.627.100,00
130.035.897.500,00

1.298.711.325.305,00
2.403.467.962,00

1.296.307.857.343,00

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sub
1) $ernula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jurnlah lain-lain pcndapatan yg sah
sun perubahan Rp.

b. Daria pcrimbangan
I) Semula Rp.
2) Berkurang Rp.
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp.
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"
:t388.710.000,OO
874.825.000,00

1.345.085.000,00
0,00

1.3~5.085.000.00

Rp.
Rp.

b. Belanja subsidi
1) Semula Rp.
2) Bertarnbah Rp.
Jumlah bclanja subsidi setelah pcrubahan Rp.

c. Belanja hibah
11 Scmula
2) 8ertambah

Rp. 736.590.Q79.745,OO

727.991.108.360,00
8.SQ9.371.385,oo

Rp.
Rp.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tcrdlrl dari jenis belanja
a. Belanja pegawai sejurnlah

1) Semula
2) Bcrtarnbah
Jumlah belaoja pcgawai
setelah perubahan

Rp. 857.765.895.976,00
Rp. 117.153.948.110,00

Rp, 974.919.844.086,00

907.084.359.643,00

825.012.252.258,00
82.072.107.385,00

b. Belanja Langsung
I) Sernula I
2) bertambah
.Jumlah belanja langsung
setelah pcrubahan

Rp.

Rp.
Rp.

Pasal3

(II Bclaoja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tcrdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung

1) Scrnula
2) Bertambah
Jumlah belanja tidal<langsung
setclah perubahan

Rp. 261.030.584.000,00

Rp. 104.309.258.000,00
Rp. 156.721.326.000,00

c. Bantuan keuangan dari prcpinai atau pcmerintah dacrah lainnya
1) Semula Rp. 20.855.215.000,00
2) Berkurang Rp. 13.209.055.000,00
JwnJah bantuan keuangan dan propinsi atau Dan pernerintah daerah
lalnnya setelah perubahan Rp. 7.646.160.000.00

d. Pendapatan lainnya
II Semula
2) Bertambah
Jumlah dana Pendapatan lainnya
sctelah pcrubaban

0,00
3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

b. Dana Penycsuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp.
2) Bertarnbah Rp.
Jumlah Dana Pcnyesuaian dan Otonomi Khusus
sctclah pcrubahan Rp.

Rp. 38.191.154.100,00
Rp. 16.476.373.500,00

Rp. 21.714.780.600,00

a. Daria bagl huail pajnk dor-i prcpinei
I) semuia
2) Berkurang
Jumlah dana bag; hasil pajak
eetelah perubahnn
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0,00
0,00

45.750.000.000,00
24.285.041.954,14
70.035.041.954,14.

Rp.
Rp.

b. Pcnerimaan pinjaman daerah
I) Semula
2) Bertarnbah

Rp.
Rp.
Rp.

(2) Penerimaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jerus
pcmbiayaan :
8. SILPA tahun anggaran sebelumnya

I) serouta
2) Bertambah .
Jumlah penerimaan setetah perubahan

6.000.000.000,00
4.941.324.745,54
10.941.324.745,54

88.058.212.587,00
68.198.405.736,68
156.256.618.323,68

b. Pengcluaran
I) Semuin Rp.
2) Bertarnbah Rp.
.Iurnbah pcngeluaran setctnh perubaban Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

(II PembiayaanDaerah sebagairnana dimaksud dalam pasal I terdiri dari:
a, Pcnerimaan

1) Sernula
2) Bertam bah
Jurnlah pcnerimaan sctelah perubahan

(3) Belanja Langsung sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b tcrdiri
dari belanja :
a. Belanja Pegawai, BelanJQBarang dan .Jasa, belanja Modal

1) Semula Rp. 857.765.895.976,00
2) Bcrtambah Rp. 117.153.948.110,00
Jumlah belanja pegawai, belanja Barang dan Jasa
Belanja modal setelah perubahan Rp. 97~.919.844.086,OO

Pasal 4

•
8

d. Belarrja bantuQ,n soainl
1) sernuta Rp. 4.722.200.000,00
2) Bcrkurang Rp. 2. I 12.200.000,00
Jurnlah belanja banruan sosial
setelah perubahan Rp. 2.610.000.000,00

e. Belanja bagi hasil
1) Sernula Rp. 28.879.701. 158,00
2) Berkurang Rp. 0,00
Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp. 28.879.701.158,00

f. 8elanja bantuan keuangan
1) semula Rp. 57.935.447.740,00
2) Bertambah Rp. 75.207.911.000,00
Jurnlah blj bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 133.143.358.740,00

g. Belanja tidak terduga
I) Semula Rp. 750.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 750.000.000,00



Ringkasan Pcrubahan APBD;

RingkaS3Jl Perubahan APBD menurut Vrusan
Pemerintahan Dacrah dan Orgarusasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pernerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanjn dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menul'ut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPO, Program dan
Kegiato.n;

Rekapitulasi Perubahan 8elanja Oaerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pcngelolaan
Keuangan Negara;

Oaftar Perubahan Jumlah Pegawar Per Oolongan dan
Per .Jnbatan;

6. Lampiran VI

5. Lampiran V

<I • t..ampiran TV

3. Lampiranill

1. lampiran I

2. larnpirao II

Uraian Icbih laojut Pcrubahun Anggaran Penduputan dan Belanja Daerah
Scbagairoana dimaksud dalam Pasal 1, tcrcanrum dalam Lampiran yang
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Pcraturan Daerah ini,
terdiri dan :

10.941.324.745,54

6.000.000.000,00
4.941.324.745,54

Pasal 5

Rp.

(3) Pcngeluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf b tcrdiri dad
jenis pembiayaan :
Pcnycrtaan modal investasi pemeriruah daerah
I) Semula Rp.
2) Bcrtambah Rp.
.Jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan

40.453.071.900,00
38.107.947.724,00

78.561.019.624,00

7.660.556.745,54

1.855.140.687,00
5.805.4 J6.058,54

0,00

RJ).

Rp.
Rp.

c. Penerimaan kcrnbali pemberian pinjaman
1) Semula Rp,
2) Bertambah Rp.
JumJah penerimaan kembali pemberian pinjamnn
setelah perubahan Rp.

d. Penerimaan piutaJ'lg daerah
I) Semula
2) Bertarnbah
JumJah penerlmann piutang daerah
setelah perubahan

Rp.
JumJah pcnerirnaan pinjaman daerah

setelah perubohan

9



NOREC PERATURAN OAERAH KABUPATEN OCAN KOMERINO lUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 15/010/2015

LE~mARAN OAERAli KABlJPATEN OGAN KOMERlNO ILJR TAJIUN 2015
NOMOR: 4

DiundangJcan di Kayuagung,r: tanggaJ 21 Okt."el' 2015

17--KRETARlS DAERA KABUPATENOCAN KOll1ERlNCIUR./

Peraturan Daerah tcntang Pl::rubaban AJtgg;a.ranPendopoUUl dan Bel3nja
Daerah KabuPQlen os-n Komering IIir Tahun AJtggaran 2015 mula.i
berIaku podn tonggaJ diundangkan.
Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan
Peraturan Oaerah Inl dengan pcnempotannya daJam Lembaran Oaerah.

PasaJ7

Peraturan tentang perubahnn penjabarun ""8garan
belanja daerah sebagai tandasan operasional

Bupoti menetopiwn
penda polan dan
pelaksanaan.

Pasal 6

8. Lampiran VHI Oaftor kegiatan-kegiatan tahun onJ!l!ilnU1..,bclumnya
yang belum diselesailcan dnn dinnggnrlcan kcmIxili
dulam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Oaftar Pinjaman Daerah dan Obligasl Daerah.

7. Lampiran VU La,poran Keuangan Pemerintah Ooerah yo.ng lelah
ditetapkan dengan peraturan daerah:

•
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